KECAMATAN PENGKADAN
Jalan Lintas Selatan No. 105 Menendang 78759

SURAT PERINTAH KERIJA (SPK
Nomor :027/180/K.PKD/2023
Tanggal : 18 April 2023

Antara :

KECAMATAN PENGKADAN
KABUPATEN KAPUAS HULU
Dengan :
PT. ANEKA MAKMUR SEJAHTERA
Jalan Tanjung Pura No.241 A-H/10-18 Pontianak

Untuk Pekerjaan :
PENGADAAN ALAT-ALAT ANGKUTAN DARAT
SEPEDA MOTOR

Lokasi :

KECAMATAN PENGKADAN

KABUPATEN KAPUAS HULU
Jalan Lintas Selatan Km. 105 Menendang

Biaya :
Rp. 27.889.000,-
(Dua Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Rupiah)

Jangka Waktu Pelaksanaan:
30 ( Tiga Puluh ) Hari Kalender

TAHUN ANGGARAN




_E| PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
lg, KECAMATAN PENGKADAN

Jalan Lintas Selatan Km. 105 Menendang 78759

SATUAN KERIJA:
SURAT PERINTAH KERJA Kecamatan Pengkadan
(SPK) Kabupaten Kapuas Hulu
Nomor SPK - 027/180/K. PKD/2023
Halaman | dan | Tanggal © 18 April 2023
Paket Pekerjaan: Undangan Penawaran tanggal 31 Maret 2023

Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Sepeda Motor  Nomor : 01/K.PKD/2023
BA Hasil Pengadaan Langsung tanggal 14 April 2023
Nomor ; 05/K.PKD/2023

Sumber Dana:  APBD Tahun Anggaran 2023

WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN © 30 (Tiga Puluh) hari kalender

NILAI PEKERJAAN
No Uraian Pekerjaan Kuantitas ~ Satuan  Harga Satuan (Rp) Total (Rp)
1. MXKING | Unit 27889 000,00 27.889.000.00

Jumlah 27.889.000,00
PPN 11%
Nilai 27.889.000,00

Terbilang: Dua Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Rupiah

INSTRUKSI KEPADA PENYEDIA Penagihan hanya dapat dilakukan setelah penyelesaian pekerjaan yang diperintahkan
dalam SPK ini dan dibuktikan dengan Berita Acara Serah Pembayaran dilakukan melalui rekening an PT. ANEKA
MAKMUR SEJAHTERA Kepada Bank BCA CABANG Pontianak nomor rekening 347-020-0323. Jika pekerjaan
tidak dapat diselesaikan dalam jangka wakwu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka
Penyedia berkewajiban untuk membayar denda kepada PPK sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari nilai SPK sebelum PPN
setiap hari kalender keterlambatan Selain tunduk kepada ketentuan dalam SPK ini, Penyedia berkewajiban untuk
mematuhi Standar Ketentuan dan Syarat Umum SPK terlampir
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10.

11.

D
SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

LINGKUF '
Penyedia yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu vang ditentukan, dengan mutu
sesual spesifikasi teknis dan harga sesuai SPK

HUELM YANG BERLAKL!
Keabsahan, interpretas, dan pelaksanaan SPR inididasarkanke padahukumBepublik Indonesia.

PENYEDIA JASA KONSULTANS! MANDIRI
Penyedia berdasarkan SPK ini bertanggung jawab penuh lerhadap personil serta pekerjaan yang dilakukan

HARGA SFK

a. PP membavar kepada penvedia atas pelaksanaan pekerjann dalam SPK sebesar harga SPR.

b. Harga SPK telah memperhitungkan keuntungan, beban pajak dan biaya overhead seria baya asuransi,
€. Rincian hargs SPK sesnl dengun rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.

HAK KEPEMILIKAN

PPK berhak atas kepemilikan semus barang/bahan yang terkail langsung atau disediakan schubungan dengan jasa yang
diberikan oleh Penvedia Jasa Konsultansi kepada FPE. Jika diminta oleh PPK maka Penycdia Jasa Konsuliansi berkewaiiban
untuk membantu secara optimal pengalihan hak kepemilikan tersebut kepada PPR sesua dengan hukum yang berlaku.

Hak kepemilikan atus peralatan dan barang/bahan yung diseciakan olch Pengguna Anggaran tetap pada Mengguna Angsaran,
dan semua peralstan tersebul harus dikembalikan kepada PPK pada ssat SPE berakhir atau jika tidak diperlukan lngi cleh
Penvedia Jasa Konsultansi, Sermus peralatan tersebul harus dikembalikan dalam kondisi vang sama pada saat diberikan kepada
Penvedia Jasa Konsultans dengan penegecualian keausan akibat pemakaian yang wajar.

JADWAL

a. SPKini berlaku efektif pada tinggal penandatanganan,

b. Penvedia hurus menyelesukan pekerjaan sesunl jadwal yang ditentukan.

¢, Apabils penvedia berpendapat tidak dapal menyelesaikan pekenaan  scsuai jadwal karena  keadaan  diluar
pengendalisnnya dan penyedia ielah melaporkan kejacian tersebut kepada PPE, maka PPRdapal melakukan penjadwalan
kembali pelaksanaan tugus penyedia dengan adendum SPK.

ASURANSL
4. Penvedia waiib menyedinkan asuransi scjak SPMK sampai dengan tanggal selesainya pemeliharaan untulk:

1) semua barang dan peralatan yang mempunyai risiko inggl ferjadinya kecelakaan, pelaksanaan pekerjaan, seria
pekera untuk pelaksanuan pekerjaan, atas segala nsiko terhadap kecelakaan, kerusakan, kehilangan, serta nisiko
lain yang tidak dapat diduga;

2) pihak kelign sebagai akibal kecelakaan di tempai kerjanya: dan

b, Besarnya asurans sudah diperhitungkan dalam penawaran dan termasuk dalam harga SFK.

FEMLITUSAN
Menyimpang dan Pasal 1266 Jdan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Fengguna Anggarain dapat memutuskan SPK
ini dengan pemberitahuan tertulis kepada Penyedia Jasa Konsultansi.

Jika SPK diputuskan sehelum wakiu pelaksanaan pekerjaan berakhir dan pemutusan terscbut akibat Keadaan Kahar atau bukan
karcna kesalahan stou kelalaran Fenyedia Jasa Konsultans maka Penyedia Jasa Konsultansi berhak atas pembayaran pekerjaan
secarn oro it sesuni dengan prestas pekeriaan vang dapat diterima oleh Fengguna Anggaran,

FENUGASAN FERSONIL
Penvedia Jasa Konsultans fidak diperbolechkan menugaskan persomil selain personil vang telah disetujm oleh Pengguna
Anggaran untuk melaksanakan pekerjaan berdasarkan SPK ini.

FENANGGLNGAN DAN RISIKO

a. Penyedis berkewajibun untuk melindungi. membebaskan, dan menanggung tanpa batas Penyedisan Angzaran bescria
instansinya lerhadap semun bentuk luntutan, anggung jewab, kewanban, kehilangan, kerugan, denda, gugatan atay
tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan hava yang dikenakan terhadap Pengguna Angaran bescrta
instansinva (kecuali kerugian yang mendasari tuniutan terscbut dischabkan kesalahan atuu kelalaian berat PPE)
schubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan langazal
penandatanganan berita scara penyerahan akhir:

1) kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda penyedia, dan Fersonil;
2) cidera tubuh, sakil atau kematian Persomil;
% kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cidera tubuh, sakit atay kematian pihak ketiga;

b. Terhitung scjak Tangsal Mulai Kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyvernhan awal, semua
rnsko kehilangan atau kerusakan Hasil Pekerjaan imi, Bahan dan Perlengkapan merupakan nimko penyedia, kecual
kerugian atuu kerusakan rerscbut diskibatkan oleh kesalahan atuu kelalaian Pengguna Anggaran.

¢. Pertanggungan asurans vang dimiliki oleh penyedia tidak membatasi kewajiban penanggungan dalam syarat ini.

FENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

I'PK berwenang melakukan pergawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh
penyedin Apabila diperiukan. Pengguna Anggaran dapat memerintahkan kepada prhak ketiga uniuk melakulkan
pengawasan dan pemeriksaun atas somus pelaksanaan pekenaan yang dilaksanakan oleh penyedia.




12 LAPORAN HASIL PEKERJAAN

a FPemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan SPK untuk menetapkan volume pekerjasn atsu kegiatan yang
telah dilaksanakan guna pembayaran hasil pekerjuan, Hasil pemeriksaan pekerjaan dituanghkan dalam laporsn kemajuun
hasil pekerjaan,

b. Laporan harian berisi: _ .
1) penempatan lenaga keria uniuk tap macam tugasnya;
2) jenis, jumlah dan kondis peratatan:
3) jenis dan kuantitas pekeriaan yang dilaksanakan;
4) keadaan cusca termusuk hujan, banjir dan peristiwa alam lainnya yang berpengaruh terhadap kelancaran

pekerjaan: dan

5) cutatan-catatan lain vang berkenaan dengan pelaksanaan,

13. WAKTL FENYELESAIAN PEKERJAAN

a. Kecuali SPR diputuskan lebih awal, penyedia berkewnjiban untuk memulai pelaksansan pekerigan pada Tanggal Mulm Kenja,
dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan program mutu, serta menyelesaikan pekerjaan selambal-lambatnya pacda Tanggal
Penyelesaian yang ditetapican dalam SFME.

b. Jika pekerjaan tidak selesai puds Tanggal Penyelesaion bukan akibut Keadnan Kahar atiu Feristiwa Kompensast atau karena
kesalahan atau kelalaian penyedia maks penyedia dikenakan denda,

<. Jiks keterdambatan terscbul semata-mata dischabkan oleh Peristiwa Kompensasi maka Pengguna Anggaran dikenakan
kewajiban pembayaran gant rugi. Denda atau ganti rugi tidak dikenakan jika Tanggal Penyelesaian disepakati oleh Parn Frhak
untuk diperparjang.

d, Tanggal Penyelesaiun yang dirnaksud dalam ketentuan ini adalah tanggal penyelesaian semua pekenaan,

14. SERAH TERIMA PEKERJAAN

8, Penyedia mengajukan permintaan sccara tertulis kepada Pengguna Anggaran untuk penyerahan pertamapekerjaan
sctelah pekenaan selesal 85% {delapanpuluh lima perseratus)danpenyerahan keduapekerjaan setelah pekerjaan selesai
100% (aeralusperseratus)

b. Dalam rangka penilnian hasil pekerjaan, Pengguna Anggaran menugaskan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.

¢. Pejabal Penerima Hasil Pekeriaan melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh penyedia.
Apabila  lerdapat  kekurangan-kekurangan  dan/atau cacal  hasil  pekerjaan,  penyedia  wajib
memperbaiki/menyelesaikinnya, atas perintuh Pengguna Anggaran,

d. PPK menerima penyerahan pertama pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
SFK dan diterima oleh Fejabat Penerima Hasil Pekerjaan.

¢. Pembayaran dilakukan sesumtermin. Terminlsebesar 85 % dantermin Il sehesar 15% danmila SPM.

15. PERPAJAKAN
Penyedia Jasa Konsultansi berkewaiiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang dibebankan olch
hukum yang berlaku atas pelaksanaan SPR. Semus pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam nilai SPK.

16. HUKUM YANG BERLAKL!
Keabsahan, interpretast, dan pelaksanaan SPK inididasarkanke padahukumBepublik Indonesia,

17. PENYELESAIAN PERSELISINAN
Pengguna Anggaran dan Penyedia Jasa Konsultansi berkewanban untuk berupays sungguh-sungguh menyelesaikan secara
damai semua persclisihan vang timbul dari atau berhubungan Jdengan SPK ini alau interpretasinya sclama atau setelah
pelaksanaan pekerjpan ini. fika perschisihan tidak dapat disclesaikan secars musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan
melalui pengadilan negeri dalam wilayah hubkum Republik Indonesa,

18, PERL'BAHAN 5T'K

a. SPE hanva dapat diphah melalui adendum SPE.

b. PerubahanSPK bisa dilaksanskan apabila disetujui oleh para pihak. melipuin
1) perubahan pekerjaan dischabkan oleh sesuatu hal yang dilakukan oleh para pihak dalam SPK schingga mengubah

lingkup pekerigan dalam SPK:

2) perubahan jadwal pelaksanaan pekenaan akibat adanyas perubahan pekeraan;
% perubahan hargas SPE akibut adanya perubahan pekenaan dan/atau perubahan pelaksanaan pekerjaan.

¢. Untuk kepentingan perubahan SPK, PA/KPA dapat membentuk Pejabat Peneliti Pelaksanaan SPK atas usul Mengguna
Angzaran.

19, PERPANJANGAN WAKTL!

a, Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingza penyelesaian pekenaan akan melampaui Tanggal Penyelesalan maka
penyedia berhak untuk meminta perpanjangan Tanggal Fenyelesaian berdasarkan data penunjang, Pengguna Anggaran
berdasarkan pertimbangan Fengawas Fekerjaan memperpanjang Tangzal Fenyelesaian Pekerjoan secamn fertulis
Perpanjangan Tanggal Penyelesaian harus dilakukan melalui adendum SPK jika perpamangan jersebul mengubah Masa
SPK

b. Pengguna Anggarun dapal menyetuiui perparjangan wakiu pelaksanaan sciclah melakukan penelitian terhadap usulan
tertulis yang diajukan oleh penyedia.

20. FPERISTIWA KOMPENSASI
a. Penistiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal sebagai benkut:
1) FPE mengubah jadwal vang dapal mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan;
2) keterlambatan pembavaran kepada penvediag
4) PPK tidak memberikan gambar-gambar, spesifikas dan /atau instrukst sesuni jadwal yang dibutuhkan;
4) penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal;
5) PPK menginstruksikan kepada pihak penyedin untuk melakukan pengujion ambahan yang setelah dilaksanakan
pengujian termyata tidak ditemukan kerusakan/kegagalan/ penyimpangan;
6) TFPK memerintahkan penundaan pelaksanaan pekenaan;
7)_PPK memerintahkan untuk mengatasi kondis lertenty vang tidak dapat diduga sebelumnya dan dischabkan oleh I'I'k;




21.

8) ketentuan lain dalam SPK.

b. Jika Peristiwa Kompensas mengakibatkan pengeluaran tambahan dan/atau keterlambatan penyelessan pekerjaan maka
FPK berkewajiban untik membayar ganti rugi dan/atau memberikan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan,

c. Ganli ugi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan data penunjang dan perhilungan kompensasi yang diajukan oleh
penyedia kepada FPK. dapat dibuktikan kerugian nyata akibat Penistiwa Kompensas),

d. Perpanjangan waktu penyclesaian pekerjaan hanya dapat diberikan jika berdasarkan data penunjang dan pechitungan
kompensasi yang diajukan olch penyedia kepada Pengguna Anggaraan, dapat dibuktikan perlunya tambahan wakiu
akibat Perisiwa Kompensast.

¢. Penyedia tidak berhak aius gunti rugi dan/atay perpanjangan waktu penyelesadunspekerjaan jika penyedia gagal atau
lalai untuk memberikan peringatan dini dalam mengantisipasi atau mengatas dampak Peristiva Kompensasi.

PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN SPK
a. Penghentian SPK dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau teradi Keadaan Kahar,
b. Dalam hal SPK dihentikan, maks Pengguna Anggaran wajib membayar kepada penyedia sesuai dengan prestas

pekerjaan yang telah dicapa, lermasuk:

1) biaya langsung pengadaan bahan dan perlengkapan untuk pekeraan ini. Bahan dan perlengkapan ini harus
diserahkan oleh Penyedia kepada Pengguna Anggara, dan selanjutnys menjadi hak milik Pengguna Anggarun;

2) biaya langsung pembongkaran dan demobilisasi hasil pekerjaan sementara dan peralatan;

3) biaya langsung demobilisas personil.

Pemutusan SPK dapat dilekukan oleh pihak penyedia atau phak Pengguna Anggaran.

Menyimpang dari Fasal | 266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pemufusan SPK melalui pemberitahuan

tertulis dapat dilakukan apabila:

1) penyedia lalai/ciders janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalajannya dalam jangks
waktu yang lelah ditelapkan;

2) penyedia berada dalum keadaan pailit;

%) denda keterlambatan pelaksanaan pekerjgan akibat kesalahan penyedia sudah melampaui 5% (lima perseratus) dan
harga SPK dan PPK menilai bahwa Penyedia tidak akan sanggup menyelesaikan sisa pekerjaan;

4) FPK tdak menerbitkan SPP untuk pembayaran lagihan angsuran sesual dengan vang discpakat schagmmana
tercanium dalam SFK,

51 penyedia terbukli melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oich
nstansi yang berwenang: dan/atau )

6) pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugasn KEKN dan/atau pelanggaran persaingan schat dalam
pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instans yang berwenang.

e, Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena kesalahan penyedia:
1) penyedia membayar denda; dan/atau
2) penyedia dimasulkkan dalam Daftar Hitam.

f. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena Pengguna Anggaran terlibat penyimpangan prosedur, melakukan KEN
dan/atau pelanggarmn persaingan schat dalam pelaksanaan pengadaan, maka Pengguna Anggaran dikenakan sanksi
berdasarkan peraturan perundang-undangan,

=

22, MEMBAYARAN

a. pembayaran prestasi hasl pekerisan yang disepakati dilakukan oleh Pengguna Anggaran, dengan ketentuan:
1) penyedia telah mengaiukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan;
2) pembayaran dilakukan dengan sitemtermin;
3 pembayaran harus dipotong denda (apabils ada) dan pajak;

b. pembuyaran terakhir hanva dilakukan setelah pekerjaan selesar 100% (seratus perseratus) dan Berita Acara penyerahan
kedua pekeriaan diterbitkan

¢. Pengguna Angaran dalam kurun wakiu 7 (lujuh) har kerja selelah pengajuan perminisan pembayaran dari penyedia
harus sudah mengajukan sural permintaan pembayaran kepads Pejabat Penandatangan Sural Perintah Membayar
(FPSFM.

d. hila terdapal ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak akan menjadi slasan untuk menunda pembayaran.
Pengguna Anggaran dapat meminta penyedia untuk  menyampaikan  perhitungan prestas sementara  dengan
mengesampingkan hal-hal vang sedang menjadi perselisihan,

23, DENDA

28,

Penvedia berkewajiban untuk membayar sanks finansial berupa Denda schagai akibat wanprestasi atau cidera janji lerhadap
kewajiban-kewnjiban penyedia dalam SPK ini. PPK mengenakan Denda dengan memotong angsuran pembayaran prestas
pekerjaan penyedia. PFembayaran Denda tidak mengurang) tangzung jawab kontrakiual penyedia,

. PENGALIHAN DAN/ATAL SUUBKONTRAK

Penyedia Jasa Konsultansi dilarang untuk mengalinkan dan/atas mensubkontrakkan schagian atau seluruh pekerjaan.
Pengalihan seluruh pekerjuan hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama Penyedia Jasa Konsultansi, baik schagai akibat
peleburan (merger) atau akibat lainnya,

LARANGAN FEMBERIAN KOMIST

Fenyedia Jasa Konsultansi meniamin hahwa tidak satu pun persomil proyek/satuan kerja PPK telah atau akian menerima komis
alau keuntungan tidak sah lonnya baik langsung maupun tdak langsung dari SPK ini. Fenyedia Jasa Konsultansi menyctui
hahwa pelangearan syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SPK ini.




